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PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN

PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN

PEKERJA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan

Nasional bersifat wajib bagi setiap orang, termasuk orang

asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di

Indonesia, yang telah membayar iuran;

b. bahwa pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dapat

dilakukan oleh Peserta, Pemberi Kerja, Pemerintah atau

pihak lain atas nama Peserta sesuai dengan status

kepesertaan;

c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan kepesertaan dalam

program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur

mekanisme perubahan status kepesertaan dari satu status

kepesertaan ke status kepesertaan lain;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor

12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana

telahdiubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan
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Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Perubahan

Status Kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah

dan Peserta Bukan Pekerja dalam Penyelenggaraan Program

Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5746);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 28 Tahun 2016

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN

PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA

BUKAN PEKERJA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang

yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh

pemerintah.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang

selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan

Kesehatan.

3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang

bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang

telah membayar iuran.

4. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang

dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja,

dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.

5. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang

selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir

miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program

Jaminan Kesehatan.

6. Status Kepesertaan adalah pembagian kepesertaan dalam

program Jaminan Kesehatan Nasional yang meliputi Peserta

PBI Jaminan Kesehatan, Peserta Pekerja Penerima Upah,

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah, Peserta Bukan
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Pekerja dan Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh

Pemerintah Daerah.

BAB II

PERUBAHAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Perubahan kepesertaan dapat dilakukan pada seluruh status

kepesertaan.

(2) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan Peserta dan

menjamin keberlanjutan kepesertaan.

(3) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara sendiri-sendiri atau berkelompok.

Pasal 3

(1) Perubahan kepesertaan dari satu kepesertaan ke

kepesertaan yang lain dilakukan paling banyak 1 (satu) kali

dalam (1) satu bulan.

(2) Aktivasi kepesertaan pada status kepesertaan baru, dimulai

pada awal bulan berikutnya.

Pasal 4

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan

Pekerja dapat berubah status kepesertaan menjadi Peserta:

a. PBI;

b. Pekerja Penerima Upah; atau

c. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja Bukan Penerima

Upah dan Peserta Bukan Pekerja Menjadi Peserta PBI

Pasal 5

(1) Perubahan status kepesertaan Peserta Pekerja Bukan

Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja menjadi Peserta

PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan

www.peraturan.go.id


